ABSTRAK

Siti Nurjanah (2025): Fleksibilitas Moral dalam Pandangan Para Politisi Muslim
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Barat

Fenomena fleksibilitas moral dalam politik muncul karena adanya ketegangan
antara nilai moral ideal dengan realitas politik di lapangan. Politisi Muslim, khususnya
dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa
Barat, secara normatif menjunjung nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan.
Namun, dalam praktik politik mereka menghadapi berbagai tekanan, seperti persaingan
politik, tingginya biaya pemilu, kepentingan partai, tuntutan konstituen, serta kebutuhan
mempertahankan kekuasaan. Kondisi tersebut mendorong munculnya fleksibilitas moral,
yaitu penyesuaian nilai moral sesuai dengan situasi politik yang dihadapi. Dengan
demikian, moralitas politik tidak selalu diterapkan secara ideal, tetapi sering mengalami
kompromi dan negosiasi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui profil politisi Muslim ideal
menurut pandangan politisi PKS dan PKB di Jawa Barat; (2) menjelaskan realitas
perilaku politik para politisi PKS dan PKB; (3) mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan perbedaan antara politisi ideal dan tidak ideal; serta (4) menganalisis
pandangan politisi Muslim terhadap perilaku politik yang dianggap tidak ideal. Penelitian
ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, teori cognitive dissonance Leon
Festinger, teori moral disengagement Albert Bandura, dan teori fleksibilitas moral Daniel
M. Bartels.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
untuk memahami secara mendalam fleksibilitas moral dalam praktik politik. Kasus yang
dikaji meliputi praktik politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, nepotisme,
korupsi, dan kolusi. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan, yaitu tiga politisi PKS
dan tiga politisi PKB di Jawa Barat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku,
jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas moral dalam pandangan politisi
Muslim PKS dan PKB memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai moral ideal dan
realitas politik praktis. Dalam praktik politik ditemukan berbagai bentuk pembenaran
terhadap tindakan yang dianggap tidak ideal, seperti politik uang, korupsi, hoaks, dan
nepotisme. Pembenaran tersebut terlihat melalui mekanisme moral disengagement Albert
Bandura, yaitu moral justification (pembenaran tindakan demi kepentingan politik),
euphemistic labeling (penghalusan istilah terhadap penyimpangan), advantageous
comparison (membandingkan tindakan dengan pelanggaran yang lebih besar),
displacement of responsibility dan diffusion of responsibility (pengalihan dan penyebaran
tanggung jawab), dehumanization (menurunnya sensitivitas moral terhadap pihak lain),
power of humanization (kesadaran atas dampak sosial tindakan politik), serta attribution
of blame (menyalahkan masyarakat atas praktik politik uang).

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa politisi Muslim PKS dan PKB
menerapkan fleksibilitas moral sebagai bentuk penyesuaian terhadap tuntutan dan
persaingan politik untuk memperoleh dukungan masyarakat. Moralitas dalam praktik
politik tidak selalu bersifat tetap, tetapi dipengaruhi tekanan politik, kepentingan partai,
dan tuntutan kekuasaan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian moralitas
politik Islam dengan menunjukkan bahwa pandangan moral politisi Muslim dipengaruhi
oleh dinamika politik, budaya partai, kepentingan kekuasaan, dan tuntutan sosial.
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ABSTRACT

Siti Nurjanah (2025): Moral Flexibility in the Perspectives of Muslim Politicians
of the Prosperous Justice Party (PKS) and the National Awakening Party (PKB) in West
Java

The phenomenon of moral flexibility in politics arises from the tension between
ideal moral values and the realities of political practice. Muslim politicians, particularly
those from the Prosperous Justice Party (PKS) and the National Awakening Party (PKB)
in West Java, normatively uphold Islamic values such as trustworthiness, honesty, and
justice. However, in political practice, they face various pressures, including political
competition, high electoral costs, party interests, constituent demands, and the need to
maintain power. These conditions encourage the emergence of moral flexibility, namely
the adjustment of moral values according to the political situations encountered.
Therefore, political morality is not always implemented ideally, but often involves
compromise and negotiation.

This study aims to: (1) identify the profile of the ideal Muslim politician
according to the views of PKS and PKB politicians in West Java; (2) explain the realities
of the political behavior of PKS and PKB politicians; (3) identify the factors causing
differences between ideal and non-ideal politicians; and (4) analyze Muslim politicians’
views regarding political behavior considered morally inappropriate. This study employs
Max Weber’s theory of social action, Leon Festinger’s cognitive dissonance theory,
Albert Bandura’s moral disengagement theory, and Daniel M. Bartels’ theory of moral
flexibility.

This research uses a qualitative method with a case study approach to gain an in-
depth understanding of moral flexibility in political practice. The cases examined include
money politics, black campaigns, the spread of hoaxes, nepotism, corruption, and
collusion. The research data consist of primary and secondary data. Primary data were
obtained through in-depth interviews with six informants, consisting of three PKS
politicians and three PKB politicians in West Java. Meanwhile, secondary data were
collected from books, journals, scientific articles, and relevant previous studies.

The findings of this study show that moral flexibility in the views of PKS and PKB
Muslim politicians reflects a tension between ideal moral values and practical political
realities. In political practice, various forms of justification were found for actions
considered morally inappropriate, such as money politics, corruption, hoaxes, and
nepotism. These justifications are reflected through Albert Bandura’s mechanisms of
moral disengagement, namely moral justification (justifying actions for political
interests), euphemistic labeling (using softened terms for misconduct), advantageous
comparison (comparing one’s actions Wwith greater violations), displacement of
responsibility and diffusion of responsibility (shifting and spreading responsibility),
dehumanization (reduced moral sensitivity toward others), power of humanization
(awareness of the social impact of political actions), and attribution of blame (blaming
society for the practice of money politics).

The conclusion of this study indicates that PKS and PKB Muslim politicians
apply moral flexibility as a form of adjustment to political demands and competition in
order to gain public support. Morality in political practice is not always fixed; rather, it
is shaped by political pressures, party interests, and the demands of power. This study
contributes to the development of scholarship on Islamic political morality by
demonstrating that the moral perspectives of Muslim politicians are influenced by
political dynamics, party culture, power interests, and social demands.
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